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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Hal ini 
memaksa semua lapisan masyarakat untuk bersaing dan bekerja keras dalam 
memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier 
untuk mengikuti laju modernitas yang semakin global. Sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berlandaskan keadilan 
dan kemakmuran yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional, 
perekonomian Indonesia juga akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan di bidang 
pajak. Menurut Wibowo sebagaimana dikutip oleh Dinda, dkk
2
, Untuk 
melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan 
nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk 
melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga 
dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak.  
Pajak sendiri adalah suatu sumber penerimaan penting yang difungsikan 
untuk mengarahkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam mencapai 
kesejaterahaan sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional. Sehingga, pajak 
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harus diupayakan untuk dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin agar 
keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai.  
Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli antara lain: 
Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Rismawati dan Antong
3
 
menjelaskan bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut 
S.I Djajadiningrat dalam buku Muljono
4
, Pajak sebagai suatu kewajiban 
menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan 
kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 
memelihara kesejahteraan secara umum. 
Menurut Nurul Ichsan
5
, pajak memiliki ciri-ciri, yaitu pajak merupakan 
kontribusi wajib warga negara, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga 
negara, warga negara tidak mendapat imbalan langsung, berdasarkan undang-
undang. Pajak memiliki peranan signifikan dalam kehidupan bernegara, 
khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam 
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membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 
pembangunan. 
Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar 
yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan
6
. Sedangkan pajak 
daerah menurut Darwin
7
 yakni iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat 
ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dimana dalam pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu 
sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber 
pendapatan pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu 
sendiri. Menurut Ahmad Yani sebagaimana dikutip oleh Angoro dan Andhyka
8
, 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani
9
, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (1) Pajak Daerah, (2) 
Retribusi Daerah, (3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) 
Lain-lain PAD yang sah. Dari pernyataan tersebut Pemerintah Daerah 
memberikan kebijakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang ini 
pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah untuk 
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 
PAD merupakan pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi 
daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. PAD memiliki 
peran yang cukup penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Untuk itu 
pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mampu untuk mengoptimalkan 
sumber-sumber pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat untuk membayar 
pajak yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan begitu, 
daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah yang berguna dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintah daerah 
yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
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Pengelolaan pajak daerah yang baik menjadi strategi dalam mengoptimalkan 
penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang menjadi tolak ukur kemandirian daerah dan dapat memberikan 
kemakmuran kepada masyarakat melalui pembangunan daerah. Dan pajak daerah  
merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas daerah dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikembangkan, sebab kontribusi dari 
pajak yang diberikan terhadap Pendapat Asli Daerah cukup besar. Kontribusi 
yang cukup besar tersebut dapat digunakan untuk keperluan daerah dan juga 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 
Dalam upaya meningkatkan peneriman dari sektor perpajakan, pemerintah 
pusat melakukan amandemen Undang-Undang dalam perpajakan dan retribusi 
daerah. Amandemen yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu menopang 
PAD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan 




Setelah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah. Bahkan paling lambat 31 Desember 2013 
Menteri Keuangan bersama Menteri harus mengatur tahapan persiapan 
Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Apabila PBB 
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telah menjadi pajak daerah maka seluruh pelaksanaan pengelolaannya mulai dari 
perumusan kebijakan, perencanaan pemungutan, penggunaan hingga 
pertanggungjawabannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah. Walaupun demikian, dalam pengelolaan tersebut tetap berpedoman pada 
peraturan perundangan yang berlaku.
11
 
Menurut Junaidi, sebagaimana dikutip oleh Suryanto, dkk
12
, sejak tanggal 
1 Januari 2010 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, BPHTB resmi menjadi pajak yang dikelola oleh pemerintah 
kabupaten/kota. Adanya pengalihan pengelolaan dari pajak pusat menjadi pajak 
daerah ini, karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan sektor penerimaan dari 
sisi pajak daerah sehingga dikemudian hari, tujuan dari pembangunan daerah, 
yakni kemandirian daerah akan tercapai. Bahkan, disamping memiliki justifikasi 
teknis, pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan meningkatkan PAD 
sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah/local 
spending quality. 
PBB, BPHTB, dan Pajak Hotel termasuk dalam pos pajak daerah yang 
dikelola di Tulungagung yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup 
potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD. Sehingga 
pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi. Pajak properti atau pajak bumi 
                                                          
11
 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: Tim UB Press, 2017), 
hal. 21-22. 
12
 Suryanto, Bambang Hermanto, dan  Mas Rasmini, “Analysis Of Potential Land And Building 
Transfer Tax As One Of The Local Taxes”, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi 





dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat 
objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek 
yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
13
 Kemudian Bea Perolehan atas Hak Tanah 




Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa 
Timur yang sedang melakukan pengembangan daya tarik pariwisata. Setelah 
dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat 
mendukung perekonomian dari daerahnya sendiri, salah satunya yakni dengan 
pengembangan pada sektor hotel.
15
 Mengingat bahwa Tulungagung memiliki 
banyak potensi pariwisata, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu 
cara untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya dan 
mengembangkan potensi usaha dari sektor perhotelan yang berada di dekat 
daerah pariwisata, sehingga dilihat dari begitu besarnya potensi pajak yang 
diterima dari pajak hotel, diharapkan mampu untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah dari sektor pariwisata melalui pajak hotel. 
Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten 
maupun kota dengan objek yang dipungut yakni pelayanan yang disediakan oleh 
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hotel. Hotel merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten Tulungagung. 
Pendapat lain
16
 mengatakan bahwa hotel termasuk ke dalam pajak daerah, 
tepatnya pajak kabupaten/kota. Tarif penghitungan pajak hotel dikenakan 10% 
dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak hotel 1 bulan. 
Penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah adalah penyewaan kamar, 
penjualan makanan dan minuman, jasa laundry untuk tamu menginap, jasa 
fitness center untuk tamu menginap, jasa massage dan spa untuk tamu menginap, 
serta sewa ruangan. 
Pengertian Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 pasal 1 ayat (9) adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel. Perda tentang Pajak Hotel memberikan kepastian 
hukum mengenai subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan 
pajak. Selain itu, terdapat sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga 
diatur dalam Peraturan Daerah (perda) tersebut. Penghimpunan pemungutan 
Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk 
membiayai pembangunan di Daerah. 
Kabupaten Tulungagung berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke 
tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh 
pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Untuk 
itu penerapan dari kebijakan-kebijakan yang ada harus tersebut bisa diadaptasi 
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dengan kondisi, situasi, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung, 




Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis dan Tahun Anggaran di 
Kabupaten Tulungagung, 2015-2017 (Dalam Rupiah) 
Nama Pos 2015 2016 2017 
Pos Pajak Daerah 62.340. 809.292 67.457.168.815 85.826.143.046 
Pos Retribusi Daerah 19.332.326.783 22.674.086.533 23.258.789.789 
Pos bagian laba persh. 
Milik daerah dan 
hasil pengelolaan 
daerah dan hasil 
pengelolaan daerah 
yang dipisahkan 
4.125.888.858 4.553.186.053 5.165.807.050 
Pos lain-lain pendapatan 
asli daerah yang 
sah 
223.847.308.254 247.893.109.687 388.852.654.997 
Jumlah 309.646.333.187 342.577.551.088 503.103.394.883 




Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) menurut jenis dan tahun anggaran di Kabupaten Tulungagung mengalami 
peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Tahun 2015 Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dari pos pajak daerah sebesar Rp. 62.340.809.292 dan kemudian 
meningkat secara berturut turut pada tahun 2016 dan 2017 yakni sebesar Rp. 67. 
457.168.815 dan Rp. 85.826.143.046. Kemudian dari pos Retribusi Daerah juga 
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terjadi peningkatan yakni pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.332.326.783 dan terus 
meningkat sampai pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 23.258.789.789. Dan hal 
yang sama juga terjadi pada pos bagian laba persh. Milik daerah dan hasil 
pengelolaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung 
dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya yakni 
dikutip dari website Antaranews Jatim
18
, bahwasannya Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung, Jawa Timur menargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) 
sebesar 15 persen dibanding perolehan selama kurun 2017 yang mencapai 
Rp85,77 miliar. Pemerintah akan berupaya mendorong kenaikan PAD di 11 
sektor pajak yang ada. Dari 11 sektor pajak itu, ada lima sektor yang potensial 
mendongkrak capaian PAD 2018, yakni sektor pajak penerangan jalan (PPJ), 
PBBP2 (pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan), BPHTB (bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan), restoran serta perhotelan. 
Dari lima sektor pajak ini saja serapan PAD selama kurun 2017 mencapai 
Rp.82,57 miliar. Angka serapan PAD di lima sektor pajak ini bahkan nyaris 90 
persen dibanding perolehan keseluruhan. Padahal jika mengacu target yang 
dipasang selama 2017 masih dibawah capaian hingga akhir tahun, yakni sebesar 
Rp.65,07 miliar. Pada awal tahun anggaran target yang dipasang Rp.65,07 miliar. 
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Namun setelah PAK (perubahan anggaran keuangan) target naik menjadi 
Rp.69,71 miliar dan kemudian tercapai sebesar Rp.85,82 miliar dalam kurun satu 
tahun. Enam sektor pajak lain yang turut berkontribusi dalam pencapaian PAD 
pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 
parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Kemudian, upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan melalui dua cara, yaitu 
melalui intensifikasi pajak seperti peningkatan intensitas pemungutan terhadap 
suatu subjek maupun objek pajak.
19
 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dinda,dkk
20
 
yang menjelaskan bahwa PBB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. 
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pada PBB 
diantaranya adalah masyarakat atau wajib pajak yang belum seluruhnya 
mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan, 
kemudian kualitas sumber daya yang kurang dan keterbatasan tenaga 
operasional, dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Sukma
21
 menjelaskan BPHTB 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD. Hal tersebut karena 
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beberapa faktor yang bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pada BPHTB 
yaitu besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan 
berdampak terhadap besarnya BPHTB atas transaksi yang terjadi. Adanya 
transaksi BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak. Namun dalam 
pengaplikasinnya, ditemukan kendala yang dapat mempengaruhi potensi dari 
realisasi pajak seperti masih adanya BPHTB yang belum tertagih atau wajib 
pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. BPHTB yang belum tertagih 
atau menunggak karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. Hal lainnya juga dapat 
mempengaruhi adalah adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak 
untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. 
Dalam penelitian yang dilakukan Rista
22
 menjelaskan bahwa Tulungagung 
memiliki tempat pariwisata sangat menarik dan indah yang cocok dalam 
pembangunan hotel. Dengan adanya potensi pariwisata yang ada dapat 
mendorong peningkatan pajak daerah yang salah satunya bersumber dari pajak 
hotel. Dalam menangani pemungutan pajak hotel di wilayahnya pemerintah 
daerah dituntut agar dapat transparansi dalam menangani pemungutan pajak 
hotel. Dan selain itu juga dibutuhkan suatu alat evaluasi untuk mengawasi dan 
mengendalikan yang disebut pengendalian intern. Dalam pemungutannya 
terdapat kendala yang biasanya muncul diantaranya yaitu kurangnya kesadaran 
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dari masyarakat dalam pembayaran pajak tepat pada waktunya, Kurangnya 
perbaikan penetapan tarif pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku dan juga kurangnya objek pajak yang 
belum masuk dalam perhitungan Pendapatan Daerah. 
Alasan peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian 
karena, pertimbangan Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi sumber 
daya alam yang tinggi dan didukung oleh perkembangan industrinya yang cukup 
maju serta Kabupaten Tulungagung juga merupakan salah satu daerah yang 
menerapkan kebijakan otonomi daerah, jadi secara langsung juga mengelola PBB 
dan BPHTB untuk kesejahteraan masyarakat. Diketahui sebelumnya bahwa PBB 
dan BPHTB sebelumnya adalah pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah 
berdasarkan Undang-Undang, sehingga dari hal tersebut PBB dan BPHTB 
berpotensi untuk meningkatkan PAD. Kemudian potensi pariwisata di Kabupaten 
Tulungagung yang cukup tinggi, dapat menarik para pengunjung domestik 
ataupun asing untuk berlibur ataupun berbisnis yang dapat memakan waktu, 
sehingga mereka akan mencari penginapan untuk singgah. Dari hal tersebut dapat 
digunakan sebagai salah satu cara untuk  mengembangkan potensi usaha dari 
sektor perhotelan yang berada di dekat daerah pariwisata yang diharapkan dapat 
memberikan keuntungan dalam pertumbuhan penerimaan pada pajak daerah dari 
sektor pajak hotel di Tulungagung. Dan dampaknya secara langsung akan 






Penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mendukung peningkatan 
PAD karena dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
lainnya, pajak daerah memiliki jumlah yang relatif stabil. Pajak daerah dapat 
memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggali hasil kekayaan daerah 
yang bersumber dari PAD. Karena apabila penerimaan dari pajak daerah tinggi, 
maka pendapatan asli daerah pun akan semakin tinggi yang artinya jika 
penerimaan PAD meningkat pada tiap tahunnya maka pembangunan di daerah 
akan berjalan dengan baik dan juga dapat menunjang keperluan daerah.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Tulungagung”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 
menemukan masalah-masalah dapat diidentifikasi dari variabel-variabel yang 
akan diuji dengan membatasi penelitian ini sebagai berikut: 
1. Permasalahan PBB di Bapenda Kabupaten Tulungagung, yaitu masalah 





2. Permasalahan BPHTB di Bapenda Kabupaten Tulungagung yaitu masih 
kurangnya pemahaman wajib pajak dalam sistem dan prosedur pembayaran 
pajak.  
3. Permasalahan Pajak Hotel di Bapenda Kabupaten Tulungagung yaitu 
kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Apakah PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Bapenda Kabupaten 
Tulungagung? 
2. Apakah BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Bapenda Kabupaten 
Tulungagung? 
3. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD di Bapenda 
Kabupaten Tulungagung? 
4. Apakah PBB, BPHTB, dan Pajak Hotel secara bersama-sama berpengaruh 







D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk menguji variabel PBB berpengaruh terhadap variabel PAD di Bapenda 
Kabupaten Tulungagung. 
2. Untuk menguji variabel BPHTB berpengaruh terhadap variabel PAD di 
Bapenda Kabupaten Tulungagung. 
3. Untuk menguji variabel Pajak Hotel berpengaruh terhadap variabel PAD di 
Bapenda Kabupaten Tulungagung. 
4. Untuk menguji variabel PBB, BPHTB, dan Pajak Hotel secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap  variabel PAD di Bapenda Kabupaten Tulungagung. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat secara teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu, 
sebagai bahasan dalam mata kuliah perpajakan, sebagai pijakan dan referensi 
pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpajakan. 
Melalui penelitian mengenai Pengaruh PBB, BPHTB, dan Pajak Hotel yang 
dilakukan, diharapkan dalam pengelolaan penerimaannya dapat lebih optimal 





2. Manfaat praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 
pemikiran bagi pemerintah daerah untuk pertimbangan dalam mengambil 
kebijakan terkait dengan pajak. 
b. Bagi Akademis 
Untuk menambah kebendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung 
dibidangnya. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 
meneliti bidang terkait dengan variabel yang berbeda. 
 
F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 
1. Ruang lingkup penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi objek peneliti terdiri dari 3 
variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang mana X1 adalah Pajak Bumi dan 
Bangunan, X2 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan X3 
adalah Pajak Hotel. Yangmana nantinya pada hasil akhir penelitian ini adalah 
tiga variabel yakni Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan, dan Pajak Hotel itu mempengaruhi atau tidak terhadap 





2. Keterbatasan penelitian 
Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, 
untuk memberikan arah yang jelas dan tidak melebar dalam penelitian ini 
maka penulis membatasi hanya membahas pengaruh PBB, BPHTB, dan 
Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Tulungagung. 
 
G. Penegasan Istilah 
1. Definisi Konseptual 
Dalam konseptual yang dijadikan maksud dari “Pengaruh Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” adalah 
sebagai berikut: 
a. PAD (Y): pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah.
23
 
b. PBB (X1) diartikan sebagai Pajak yang dipungut atas tanah dan 
bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial 
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ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu 
hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.
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c. BPHTB (X2) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak 
atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan 
merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan 




d. Pajak Hotel (X3), Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, “Pajak Hotel 
merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel 
adalah fasilitas penyedia jasa dengan penginaan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh).”  
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2. Definisi Operasional 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dibutuhkan biaya yang 
tidak sedikit. Maka diperlukan penerimaan yang cukup besar, salah satunya 
dapat diperoleh dari pajak. Dalam hal ini daerah otonom dituntut harus 
mampu menggali potensi yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan asli 
daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi 
yang cukup besar adalah pajak daerah yang mempunyai peranan cukup besar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya pemerintah daerah untuk 
membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB),  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dan Pajak Hotel merupakan beberapa penerimaan dari pajak daerah 
di Kabupaten Tulungagung yang kewenangannya dimiliki oleh daerah sangat 
berpotensi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan juga sangat 
berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD. Karena hampir 
sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan yang 
tentunya menjadi sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan PBB 
dan BPHTB. Dan kemudian tempat wisata yang melimpah menjadikan bisnis 
perhotelan semakin diuntungkan dan secara tidak langsung meningkatkan 
penerimaan dari pajak hotel. Dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten 






H. Sistematika Penulisan  
Adapun sistematika pembahasan skripsi dengan metode penelitian 
kuantitatif ini, diperinci menjadi 3 bagian utama, yaitu: 
1. Bagian Awal, terdiri dari: Halaman Sampul Depan, Halaman Judul. Halaman 
Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian, Motto, 
Halaman Persembahan, Prakata, Halaman Daftar isi, Halaman Tabel, 
Halaman Daftar Gambar, Halaman Daftar Lampiran, Transliterasi. 
2. Bagian Isi 
BAB 1  Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 
Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan 
Istilah, Sistematika Pembahasan Skripsi. 
BAB II Landasan Teori, terdiri dari: Kerangka Teori, Kajian Penelitian 
Terdahulu, Kerangka Berfikir Penelitian, Hipotesis Penelitian 
BAB III  Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan Penelitian, Populasi, 
Sampling, Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan 
Instrumen Penelitian, Analisis Data. 
BAB IV  Hasil Penelitian, terdiri dari: Deskripsi Data dan Pengujian  
 Hipotesis. 
BAB V Pembahasan, terdiri dari: Pembahasan Rumusan masalah I, 
Pembahasan Rumusan Masalah II, Pembahsan Rumusan Masalah 





BAB VI  Penutup, terdiri dari:  Kesimpulan dan Saran.  
3. Bagian Akhir, terdiri dari: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat 
Pernyataan Keaslian Skripsi, Daftar Riwaya Hidup.
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